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Barang Milik Negara (BMN) memiliki pengaruh yang cukup besar dalam 

laporan keuangan dan menjadi salah satu penunjang penerimaan negara. Untuk itu, 

Badan Informasi Geospasial selaku Pengguna Barang perlu mengelola BMN 

dengan baik agar tidak terjadi penumpukan berlebih yang nantinya akan menjadi 

beban untuk biaya pemeliharaannya. Optimalisasi pengelolaan BMN dapat 

dilakukan dengan pemindahtanganan BMN melalui penjualan lelang. 

Penulisan laporan tugas akhir ini bertujuan untuk menjelaskan kebijakan 

pemindahtanganan BMN, menjelaskan sistem pemindahtanganan BMN, meliputi; 

dokumen dan catatan yang digunakan, stakeholder yang terkait, prosedur dan bagan 

alir, menguraikan tindak lanjut pemindahtanganan BMN, menguraikan penggunaan 

aplikasi SIMAK-BMN, menjelaskan penerapan pengendalian internal berdasarkan 

standar COSO, serta menguraikan masalah-masalah terkait pemindahtanganan 

BMN. Hal tersebut dikaji dengan metode praktik kerja lapangan yaitu studi pustaka, 

observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilaksanakan selama 2 bulan, 

terhitung sejak tanggal 08 Februari sampai dengan 03 April 2021. 

Badan Informasi Geospasial mengawali proses pemindahtanganan BMN 

dengan menyampaikan usulan penjualan BMN kepada Inspektur. Setelah usulan 

disetujui oleh pengguna barang, maka akan ditindaklanjuti dengan penjualan secara 

lelang. Stakeholder yang terkait dalam proses pemindahtanganan BMN terdiri dari 

Kepala Pusat/Biro/Inspektur, Inspektur. PTP yang Membidangi BMN, Petugas 

SIMAK-BMN, KPB, Panitia Pemindahtanganan, dan Pengguna Barang. Dokumen 

yang digunakan yaitu Surat Permohonan Pemindahtanganan, Surat Pernyataan 

Rusak dan Tidak Mengganggu Operasional Pemerintah, Surat Permohonan 

Penghentian BMN, Surat Persetujuan Penghentian BMN, SK Panitia 

Pemindahtanganan, BAHPP Harga Limit BMN, Surat Pernyataan Tidak 

Mengganggu Operasional, BAHPUP BMN, dan Surat Persetujuan Penjualan BMN. 

Catatan yang digunakan adalah jurnal Penghentian dan jurnal penghapusan BMN.  

Panitia Lelang akan menawarkan barang yang akan dilelang melalui website 

http://lelang.go.id. Setelah proses lelang selesai, maka penghapusan BMN akan 

dilakukan pada aplikasi SIMAK-BMN. Pengendalian internal di BIG sudah sesuai 

dengan pengendalian internal yang dikemukakan oleh COSO. Permasalahan dalam 

proses pemindahtanganan BMN antara lain adanya barang rusak masih dilaporkan 

dalam laporan BMN/Neraca, proses yang relatif rumit dan memakan waktu yang 

lama, serta kemumgkinan gagal lelang. Dalam hal ini, Badan Informasi Geospasial 

telah mampu mengatasi permasalahan tersebut dengan baik dan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku. 
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